Dewan Setujui APBD Perubahan Barito Kuala 2022 Rp 1,4 Triliun

Sumber gambar:
https://kalsel.antaranews.com/berita/338969/dewan-setujui-apbd-p-batola-2022-rp14-triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola)
menyetujui Raperda APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
(Pemkab Batola) tahun anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 1.455.963.547.644 pada rapat
paripurna sekaligus penyampaian dua raperda, satu tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan satu tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Jumat (12/08/2022).

Dalam berita acara persetujuan antara Bupati Batola Hj Noormiliyani AS
didampingi Wakil Bupati H Rahmadian Noor bersama Ketua DPRD Saleh dan Wakil
Ketua Agung Purnomo serta Hj Arpah diperoleh gambaran Pendapatan Daerah sebesar
Rp 1.353.546.050.366 berasal dari pendapatan asli daerah Rp 65.625.383.440.

Selanjutnya, dana transfer Rp 1.278.845.608.225, lain-lain pendapatan daerah
yang sah Rp 9.075.058.701, belanja daerah Rp 1.455.963.547.644 berasal dari belanja
operasi Rp 949.922.762.757, belanja modal Rp 276.387.252.682, belanja tak terduga Rp
3.400.000.000, belanja transfer Rp 226.253.532.205, sehingga defisit Rp
102.417.497.278.

Namun untuk pembiayaan daerah bersumber penerimaan pembiayaan terdapat
Rp 122.067.497.278 dan pengeluaran pembiayaan Rp 19.650.000.000, sehingga
pembiayaan netto Rp 102.417.497.278 dan Silpa tahun berkenaan kosong.

Banggar DPRD Batola dalam laporan hasil pembahasan disampaikan salah
seorang anggota Reza Widya Noor mengutarakan, pendapatan asli daerah diproyeksikan
mengalami penurunan Rp 1.410.826.544 dari target APBD 2022 Rp 67.036.209.984
menjadi Rp 65.625.383.440.

Sehubungan dengan itu, sebut dia, dimintakan SKPD penghasil PAD agar lebih
proaktif dan inovatif melakukan terobosan penggalian agar target dapat tercapai.
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Sementara itu, Bupati Hj Noormiliyani AS menyatakan, anggaran pada
Perubahan APBD 2022 tidak hanya memberikan dukungan terhadap proses
pembangunan namun juga sangat dinantikan sebagai sumber daya penyempurnaan
kinerja guna mewujudkan visi misi Pemkab Batola secara maksimal.

“Perubahan APBD ini akan menjadi titik tolak penting dalam merangkai
kesinambungan yang konsisten dalam penyelenggaraan pembangunan, mengingat
anggaran ini lebih merupakan upaya penyesuaian atas perubahan ketersediaan

anggaran,” ucapnya.
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Catatan:
% PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN

dan  SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu
selisih  antara  surplus/defisit ~ anggaran  dengan  pembiayaan  netto
(http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

% Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
(UU Nomor 32 Tahun 2004)
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https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN

& Struktur APBD

APBD
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PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH
\4 A 4
| PAD | | BELANJATIDAKLANGSUNG | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1. Pajak daerah 1. Sisa lebih perhitungan
2. Retribusi daerah 1. Belanja pegawai anggaran TA sebelumnya
3. Hasil penjualan kekayaan 2. Bunga (SILPA)
daerah yang dipisahkan 3. Subsidi 2. Pencairan dana cadangan
4. Lain-lain pendapatan asli 4. Hibah 3. Hasil penjualan kekayaan
daerah.vana.sah 5. Bantuan sosial daerah yang dipisahkan
1. Dana Bagi Hasil 6. Belanja bagi hasil 4. Penerimaan pinjaman daerah
2. Dana Alokasi Khusus 7. Bantuan keuangan 5. Penerimaan kembali
3. Dana Alokasi Umum 8. Belanja tidak terduga pemberian pinjaman
LAIN - LAIN PENDAFATAN 6. Penerimaan piutang daerah
DAERAH YANG SAH
= , - PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
1. Hibah tidak mengikat BELANJA LANGSUNG
2. Dana darurat dari 1. Pembentukan dana cadangan
pemerintah 1. Belanja pegawai 2. Penyertaan modal (investasi)
3. Dana? bég' hasil pajak dari 2. Belanja barang dan jasa " Pembay.aran.dgerah hutang
provinsi ke kab/kota 3. Belanja modal 4. Pemberian pinjaman
4. Dana penyesuaian dan
dana otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari
provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya
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